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ABSTRAK 

Wahyudi. Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran 
Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 
252/Pid.Sus/2021/PN Pol). (dibimbing oleh Budiman dan Alfiansyah Anwar ) 
 
 Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan  Bagaimana analisis jarimah 
ta’zir terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.  
 Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengambil 
tinjaun peneitian lapangan (field  research)  yang obyek kajiannya menggunakan data 
yang ada dilapangan berupa hasil wawanca dan menganalisis putusan kasus sebagai 
sumber datanya dengan metode membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai 
literatur yang ada, berupa Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun 
hasil penelitian dengan menggunakan analisis jarimah ta’zir dan pendekatan yuridis 
normatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pemidanaan kepada para 
terdakwa putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, 
Terdakwa III, dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hakim juga 
memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa 
para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana  dan terdakwa juga merasa 
bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis 
hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para 
Terdakwa. Tetapi jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup 
meringakan bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan 
berdampak nantinya ke masyarkat, masyarakat akan beranggapan bahwa tindak 
pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana yang pemberian 
hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan tindak pidana 
serupa, 2). Menurut analisis hukum pidana Islam, tindak pidana penyebaran berita 
bohong dalam transaksi elektronik merupakan salah satu jarimah ta’zir yaitu jarimah 
yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk hukumannya didalam al-Qur’an maupun 
hadis dan hukuman ditentukan oleh hakim atau ulil amri/penguasa. Hukuman kepada 
para terdakwa penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dapat dihukum 
dengan hukuman ta’zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman cambuk, penjara, atau 
pengasingan sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan tindak pidana tersebut. 

 

 Kata Kunci: Jarimah Ta’zir, Penipuan, Transaksi Elektronik. 
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PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

1. Transliteri Arab – Latin 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik ث 

diatas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
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 Dhal Dh De dan Ha ذ

 Ra R Er ر

 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy Es dan Ye ش 

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik ص

dibawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik ض

dibawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik ط 

dibawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik ظ 

dibawah) 

 Ain ‘   Koma Terbalik‘ ع

Keatas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qof Q Qi ق 
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah     ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis 

dengan tanda (ʼ)  

b. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebgai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ٲ

 Kasrah I I ٳ

 Dammah U U ٱ

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م
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2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a dan i ي ْ     ۔َ

 Fathah dan Wau Au a dan u و  ۔َ
 

Contoh : 

 kaifa : كَي فَ  

ل     haula :  حَو 

3) Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

  

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan Alif ۔َي /۔َا

atau Ya 

Ā a dan garis diatas 

 Kasrah dan Ya Ī i dan garis diatas ي ْ     ۔ِ

 Dammah dan و  ۔ُ

Wau 

Ū u dan garis diatas 

  

 

Contoh : 

 mata :  مَاتَ  

 rama :  رَمَى
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 qila :  قيِ لَ  

تُ    yamutu :  يمَُو 

4) Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

ang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَةُ          raudah al – jannah atau raudatul jannah :  ال جَنَّةِ  رَو 

 al – madinah al – fadilah atau al- madinatul fadilah :  ال فاَضِلَةِ  ال مُبَي ِنَةِ 

مَةِ               al – hikmah :  ال حِك 

 

 

 

5) Syaddah  (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,(۔ّ

dengan perulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 Rabbana :  رَبَّنَا  

ي نَا   Najjaina :  نَجَّ
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 al - haqq :  ال حَق   

 al - hajj :  ال حَج   

 mu’ima :  نعََم    

 aduwwun‘: عَدُو   

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  ّّ  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ي)

       Contoh :  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :   عَرَبِي  

 Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)‘ :   عَلِي   

 

 

6) Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah)لا

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh : 

سُ   al – syamsu (bukan asy – syamsu) :  الشَّم 

ل زَلَةَ    al – zalzalah (bukan az – zalzalah) :   الزَّ

 al - falsafah :   ال فَل سَفَةُ 

 al - biladu :  ال بلََِدُ    

7) Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh : 

نَ   al – ‘muruna :   تأَ مُرُو 

ءُ      ’al – nau :   النَّو 

ء       syai’un :   شَي 

تُ    Umirtu :   أمُِر 

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 

Fi zilal al – qur’an 

Al – sunnah qabl al – tadwin 

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab 

9) Lafz al – Jalalah ( َّاٰلل) 

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:  ِ ِ  Dinullah دِي نُ  اللَّّ  billah بِاللَّّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : 

 ِ مَةِ  اللَّّ    Hum fi rahmmatillah : هُم   فِي رَح 

10) Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada 

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 
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misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:  

Wa ma Muhammadun illa rasul  

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi  

Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an  

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farabi  

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abu alWalid  

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

 swt.   = subahanahu wa ta’ala 

 saw.    = sallallahu’ alaihi wa sallam 

 a.s.    = ‘alaihi al – sallam 

 H    = Hijriah 

 M   = Masehi 

 SM   = Sebelum Masehi 
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  l.   = Lahir tahun 

 w.   = Wafat tahun 

 QS…/…: 4  = QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4 

 HR    = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab : 

 صَف حَة   =  ص 

 بِدُونِ  مَكَان   = دَم   

م    ُ  عَليَ هِ  وَسَلَّمَ  =  صَل ع   صَلَّى  اللَّّ

 طَب عَة   = ط

 بِدُونِ  نَاشِر   =  دِن  

  إِلَى آخِرِهَا /إِلَى آخِرِهِ   = ال خُ 

ء    =  ج  جُز 

 

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantarnya sebagai berikut : 

Ed.  : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih 

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).  

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan 

kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Cet.   : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.  
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Terj  : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta  terjemahan  

yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya  

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

baiasanya digunakan juz.  

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya 



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi (TI) memegang peranan penting seiring dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat dunia. Teknologi informasi membawa 

keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia. Seiring dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi memiliki dampak 

penting terhadap perubahan masa kini dan masa depan, karena perkembangan 

tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di 

dunia. Setidaknya ada dua alasan mengapa teknologi informasi dianggap sebagai 

akselerator penting pertumbuhan negara-negara di dunia. Pertama, teknologi 

informasi telah meningkatkan permintaan akan produk teknologi informasi seperti 

komputer, modem, smart phone, laptop, dan lain-lain. Kedua, memudahkan aktivitas 

masyarakat global salah satunya dalam bertransaksi khususnya dapat mengakses 

informasi di seluruh dunia dengan mudah.1 

Kebutuhan akan teknologi informasi melalui internet selain sebagai sarana 

komunikasi juga merupakan segmen terbesar dan paling cepat berkembang serta 

mengakses informasi di berbagai negara melalui jaringan internet 24 jam dan dapat 

mengetahui tentang aktivitas pasar di dunia. Semuanya juga bisa dilakukan melalui 

internet atau dunia maya. Sisi positif dari dunia maya ini tentunya mempermudah 

segala pekerjaan manusia, memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan 

 
1 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 20. 
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meningkatkan trend perkembangan teknologi dunia bersama dengan segala 

kreativitas manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan 

perubahan kegiatan kehidupan manusia yang secara langsung memengaruhi lahirnya 

bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi 

melalui dunia internet atau melakukan transaki elektronik.2 

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan 

menggunakan sistem informasi. Elektronic commerce (e-commerce) adalah kegiatan 

bisnis jual beli yang menyangkut konsumen dan pedagang dengan menggunakan 

jaringan internet yaitu internet. Dengan adanya e-commerce segala aktivitas jual beli 

menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi ini, transaksi jual beli dapat 

dilakukan di rumah tanpa harus bertemu langsung dan keluar ke toko-toko atau pasar 

untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi dengan segala kemudahan yang diberikan 

terdapat cela-cela untuk orang-orang dapat melakukan suatu kejahatan dengan 

memanfaatkan e-commerce untuk mendapatkan keuntungan sepert, penipuan 

menyebarkan keterangan palsu di media sosial terkait barang yang akan dijual dan 

identitas palsu untuk mengelabuhi dan meyakinkan pembeli atau calon korbannya.3 

Berita bohong adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk 

menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, berita bohong diartikan 

sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah 

meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Perkataan yang tidak 

 
2 Rizka Syafriana, ‘Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik’, DE LEGA LATA: 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2., 2016, h. 428. 

3 Imam Mustofa, ‘Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih’, Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 10, No. 2., 2016, h. 159-160. 
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sesuai dengan kenyataan atau berita bohong sudah dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 

11.4 

لِ  لَّكُم ْۗ  خَي ر   هُوَ  بلَ   لَّكُم ْۗ  ا  شَرًّ هُ  سَبوُ  تحَ  لَْ  ن كُم ْۗ  م ِ بَة   عُص  ف كِ  ِ بِالْ  جَاۤءُو   الَّذِي نَ  ا  اِنَّ  مَّ ن هُم   م ِ رِئ   ام  كُل ِ 
ث مِِۚ وَالَّذِي  توََلىٰ كِب رَهٗ مِن هُم  لهَٗ عَذاَب  عَظِي م    ِ تسََبَ مِنَ الْ      ١١اك 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu 
buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan 
mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil 
peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat”.5 

Perlindungan hukum untuk jual beli di e-commerce menjadi perhatian penting 

khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus penipuan yang 

mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen, misalnya mengenai barang 

yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima, atau barang tidak kunjung 

dikirim dan telah melakukan transaksi pembayaran oleh pembeli yang mengakibatkan 

kerugian. 6  

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat 

dikenakan sanksi berikut : Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan 

menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian 

 
4 M Quraish Shihab, Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an" (Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), h. 241. 

5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Toha Putra, 2012). 

6 Desy Ary Setyawan, ‘Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik’, Syiah Kuala: Law Jurnal, Vol. 1, No. 3., 2017, h. 6. 
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atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara).7 

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan 

online atau menyebarkan berita bohong (hoax) dalam transaksi elektronik adalah 

ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, 

yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang 

dilaksanakan melalui sistem elektronik. Berbagai modus penipuan melalui media 

online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya 

dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website atau media 

sosial yang digunakan untuk jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan 

menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah harga normal, dengan maksud 

menarik minat korban untuk membeli.8 

Terdapat kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dengan kasus 

tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang ditangani di Pengadilan Negeri 

Polewali Mandar dalam Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.  

Pada tanggal 3 Juli 2021, korban melihat postingan Terdakwa I, Kaharuddin 

di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk 

membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ 

chating dengan Terdakwa I, Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama 

Kiki Widya melalui Messenger Facebook, korban dan Terdakwa I mulai melakukan 

 
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

8 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime (Jakarta: Raja Graffindo 

Persada, 2012), h. 3. 
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negosiasi, “Ibu saya minat mobil avansa yang warna putih, uang muka Rp. 10 Juta 

Angsuran berapa 1 bulannya.” Kemudian dijawab oleh Terdakwa I, Kaharuddin 

Angsuran Rp1.958.000 setiap bulan selama 24 bulan mba..” dan untuk lebih 

meyakinkan korban lalu Terdakwa I, Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama 

Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I, 

Kaharuddin  

Korban menghubungi nomor handphone yang sudah diberikan Terdakwa I, 

dan diangkat oleh Terdakwa III, Lisa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya 

sehingga korban yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya. 

Setelah itu, korban mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I, Kaharuddin 

mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama si korban dengan menggunakan 

aplikasi, untuk lebih meyakinkan korban kemudian Terdakwa I, Kaharuddin 

mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo 

dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II, 

Abdul Kadir.9 

Korban mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I, Kaharuddin 

dengan cara ditransfer nomor rekening  yang biasa digunakan untuk menampung 

pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang 

menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV, Paddai. Pada 

kenyataannya mobil yang Para Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan 

Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh 

satu juta rupiah). 

 
9 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar) 
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Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah 

dan cepat sehingga dalam proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara 

pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para 

pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman 

transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. 

Dibalik segala kemudahan yang dilakukan dalam transaksi elektronik atau e-

commerce terdapat cela untuk melakukan tindak pidana seperti kasus diatas.  

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam kasus tersebut seperti, 

pemidanaan para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan bagaimana 

perlindungan konsumen dalam kasus tindak pidana penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut penulis, ternyata 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi 

dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju 

pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus 

kejahatan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh 

mengenai pemidanaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ini. Sehingga 

pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan undang-undang ini diatur 

pada Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan bagaimana Persepektif Jarimah Ta’zir dalam menanggapi kasus 

tersebut. Melalui latar belakang tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji 
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tentang “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong 

Dalam Transaksi Elektronik  Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti 

adalah bagaimana penegakan hukum menyebarkan bohong dalam transaksi elektronik 

dianalisis dari analisis jarimah ta’zir. 

Dari masalah pokok diatas akan diurai menjadi sub-sub masalah dan setiap 

sub masalah dianalisis berdasarkan jarimah ta’zir. Sub-sub tersebut antara lain: 

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-

sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik (Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol) ? 

2. Bagaimana analisis jarimah ta’zir terhadap pelaku tindak pidana secara 

bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ilmiah ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai didalam 

pembahasan topik permasalahan yang dijelaskan secara ditail dan terperinci, maka 

penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana 

penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 

252/Pid.Sus/2021/PN Pol. 

2. Untuk mengetahui analisis Jarimah Ta’zir  terhadap para pelaku tindak pidana 

penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 

252/Pid.Sus/2021/PN Pol. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun harapan dan kegunaan dari penulisan ilmiah ini mencakup dari 

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

untuk kajian-kajian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

hukum pidana Islam dalam pada program studi hukum pidana islam,  

Fakultas Syariah dan Hukum Islam. 

b. Penelitian ini hendaknya dapat memberikan bahan penelitian tambahan bagi 

peneliti yang memiliki permasalahan yang sama atau pembahasan yang 

serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan dan memperluas pemahaman keilmuan yang 

diperoleh dalam proses perkuliahan dan melengkapi tugas proposal skripsi. 

b. Bagi Akademisi 

Digunakan sebagai acuan atau masukan tambahan dalam penelitian 

yang sehubungan dengan penegakan pelaku tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dalam transaksi elektronik serta sebagai informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan 

pemahaman kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik. 

d. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Agar kiranya dalam menegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronikdi berikan sanksi yang 

menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut untk 

kedua kalinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menemukan 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak 

menutup kemungkinan adanya kesamaan untuk mengulang penelitian sebelumnya 

untuk menghindari duplikasi penelitian. 

Dalam penemuan skripsi terdahulu, yang dilakukan oleh Agnes Suci Lestari 

(2018) yang berjudul Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita 

Bohong dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi 

Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Medan) Adapun yang dibahas dalam 

permasalahan penelitian ini adalah tentang kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik.. Kasus seperti itu terus menerus terjadi karena kurangnya keterbatasan 

pemerintah dan aparat yang berwenang dalam menanggulangi kasus seperti ini, yang 

menjadi masalah adalah karena hukuman yang dijatuhkan didalam putusan tidak 

sesuai dengan yang ada di Undang-Undang.10  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif analitis berdasarkan lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer 

dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan 

 
10 Agnes Suci Lestari, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita 

Bohong dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi 

Pengadilan Negeri Medan) (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018) 
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menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku 

penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik.  

Yang menjadi perhatian penulis adalah konsumen yang ditipu berasal dari 

warga negara asing. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi 

elektronik sebesar 33,060 USD. Konsumen ingin membeli 7 (tujuh) item speaker 

aktif merek Tannoy tetapi barang elektronik yang dipesan oleh konsumen tidak 

kunjung datang. Maka pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik harus 

mempertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Pelaku akan 

dikenakan 3 (tiga) sanksi yaitu KUHPidana, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, dan Undang-Undang Transaksi Elektronik. 

Dalam penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saffanah Rifqah 

Marsal (2021) dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran  

Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi 

Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau, masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong 

(Hoax) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada 

Kepolisian Daerah Riau dan Apa sajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan 

Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan 

Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.11 

 
11 Saffanah Rifqah Marsal, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita 

Bohong (Hoax) Yang Mengakobatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada 

Kepolisian Daerah Riau (Skiripsi Sarjana: Universitas Islam Riau, 2021). 
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Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian dan untuk mengetahui 

faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita 

bohong (Hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

pada kepolisian daerah Riau 

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyidikan penyebaran 

berita bohong (hoax) dilaksanakan sesuai rumusan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana akan tetapi masih belum terlaksana secara efektif dan faktor 

penghambat dalam penelitian ini yaitu kurangnya peralatan atau kebutuhan lainnya 

guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku 

penyebaran berita bohong (hoax) Polda Riau masih terbatas. 

Dan penemuan skripsi terdahulu, yang diangkat oleh Reny Febriliany 

Amirullah (2022) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian 

Konsumem Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 

42/Pid.Sus/2020/PN.Bar), tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kualifikasi 

tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dari segi hukum pidana, serta penerapan hukum pidana materiil 

dalam hal penyebaran berita bohong dan menyesatkan di Indonesia. perkara Putusan 

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar. 

Dalam penelitan itu penulis ingin mengetahui  bagaimana putusan nomor 

42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materil terhadap delik 

penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui 
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transaksi elektronik dan peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang ITE Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan 

fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. tersebut.12 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Ta’zir 

a. Pengertian Ta’zir 

Penjelasan dalam teori ini lebih mengarah pada suatu perkara hukum 

dalam Islam (jarimah) yang belum dapat di tetapkan hukumnya secara syara. 

Hal tersebut di sebut dengan Ta’zir.  Ta'zir dalam fiqhi jinayah merupakan 

suatu bentuk hukuman yang diancamkan terhadap pelaku jarimah ta'zir dalam 

hukum pidana. Jarimah ta'zir merupakan suatu tindak kejahatan, dimana jenis 

kejahatan ini hukumannya belum  secara rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an atau 

Hadits, hukuman  ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri.13 

Jarimah ta’zir sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan 

macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar 

pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang 

telah Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi: “Hai 

 
12 Reny Febriliany Amirullah, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita 

Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik 

(Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar) (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin, 2022) 

13 Hendra Gunawan MA, ‘Penerapan Hukuman Ta’zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap 

Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan)’, FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Vol. 04 No. 2 (2018), h. 5. 
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orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu”.(QS. An Nisa' [4]: 59).14 

Kemaslahatan atau biasa disingkat dengan sebutan maslahah menurut 

Imam Al Ghazali memiliki makna asli yakni mewujudkan kemanfaatan dan 

menolak atau menghindari kemadharatan. Maslahah. Bagi pelaku jarimah 

tersebut akan di kenakan sanksi hukuman, hal demikian dilakukan agar pelaku 

jarimah ini mendapat efek jerah dan tidak akan mengulangi kedua kalinya 

kejahatan yang pernah dilakukannya. Mengapa harus menerapkan sanksi, 

karena tidak cukup jika hanya berupa aturan, larangan, dan perintah. Hal Ini 

dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dan nyata di dunia mencuri, zina, 

menipu, merampas hak orang lain, dll, dapat mendatangkan keuntungan bagi 

pelaku kejahatan jarimah.15 

Menurut kaidah umum dalam hukum Islam selama ini, hukuman ta’zir 

hanya diterapakan pada perbuatan yang dilarang karena sifat dari perbuatan itu 

sendiri, yaitu terhadap perbuatan maksiat. Namun, sebagai pengecualian 

terhadap aturan dasar, Syariat Islam membolehkan pengenaan hukuman ta'zir 

untuk perbuatan yang tidak maksiat, yaitu yang tidak dilarang, jika diperlukan 

untuk kepentingan umum. Tindakan dan keadaan yang termasuk dalam 

kelompok ini tidak dapat ditentukan sebelumnya, karena bergantung pada 

karakteristik tertentu. Jika ciri-ciri tersebut ada pada perbuatan tersebut, maka 

perbuatan tersebut dilarang, dan jika tidak, hal demikian akan di perbolehkan. 

 
14 Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda  Nawawi Arief, ‘Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam 

Kehidupan Masyarakat Indonesia’, Journal Of Judical Review, Vol. 23 No. 2 (2021), h. 244. 

15 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004), h. 7. 
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Sifat yang dijadikan alasan penjatuhan suatu hukum adalah adanya fakta yang 

merugikan kepentingan atau ketertiban umum.16 

Menurut Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zīr dalam Syariat 

Islam bukanlah untuk menghancurkan, tetapi hanya sebagai ta'dīb atau 

pengajaran. Namun, sebagian besar ulama fikih membuat pengecualian 

terhadap aturan umum, yaitu kemungkinan hukuman mati jika kepentingan 

umum menginginkannya atau jika masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan 

cara lain selain dengan membunuhnya. Mengenai bentuk hukuman ta'zīr, tidak 

ada bentuk hukuman yang rinci dan tegas yang dapat dikenakan pada pelaku 

kejahatan dalam syariat Islam.17 

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan 

landasan adanya jarimah ta’zir adalah Quran surat surah an-Nisa ayat 58: 

مَٰنٰتِ اِ  يَأ مُرُكُم  انَ  تؤَُد وا الْ  لِ ْۗ  ۞ انَِّ اٰللَّ  ا بِال عَد  كُمُو  تمُ  بيَ نَ النَّاسِ انَ  تحَ  لِهَاۙ وَاِذاَ حَكَم  ى اهَ 
لٰٰٓ

ا يعَِظُكُم  بِهٖ ْۗ انَِّ اٰللَّ كَانَ سَمِي عًاۢ بصَِي رًا     ٥٨اِنَّ اٰللَّ نعِِمَّ

Terjemahnya 

“Sesunggunya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesengguhnya 

Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”18   

 

b. Tujuan Sanksi Ta’zir 

 
16 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 43. 

17 Syarbaini Ahmad, ‘Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum 

Dan Keadilan’, Jurnal Ius Civile, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 4. 

18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Semarang: CV Toha Putra, 2012). 
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Tujuan ta'zir untuk mendidik dan mengoreksi penjahat agar dia sadar 

akan perbuatannya dan menghentikan niatnya. Ta'zir berlaku untuk semua 

orang. Siapapun yang berakal sehat yang melakukan kejahatan, baik laki-laki 

atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kafir atau muslim, dihukum dengan 

ta'zir. Setiap orang Islam atau orang kafir yang mengganggu pihak lain dengan 

alasan yang tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan, perkataan atau syarat 

wajib dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa 

tujuan sanksi ta’zir: 

1) Mencegah orang lain melakukan jarimah 

2) Menmberikan hukuman kepada pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya dan memberikan efek jerah terhadap pelaku 

3) Membawa pelaku untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya 

4) Secara edukatif memberikan pendidikan dan pengasuhan sehimgga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup agar dapat diterima di 

masyarakat.19 

c. Macam-macam Jarimah Ta’zir 

Jarimah ta’zir dilihat dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua 

bagian: 

1) Jarimah ta’zir, yang melanggar hukum Allah 

2) Jarimah ta’zir yang mengacu pada hak individu 

Dilihat dari segi perannya jarimah ta’zir dapat dibedakan menjadi 3 

bagian:  

1) Ta’zir karena melakukan maksiat 

 
19 Rahmat Hakim, Hukum Pidana, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 94. 
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2) Ta’zir untuk mengancam kepentingan umum 

3) Ta’zir untuk pelanggaran ringan. 

Selain itu dilihat dari segi landasan hukum (penetapan), ta’zir juga dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Jarimah yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi 

syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat 

2) Jarimah ta’zir disebutkan dalam nas syara, namun undang-undang belum 

ditetapkan, seperti riba, suap, pengurangan jumlah dari penimbangan   

3) Jarimah ta’zir, jenis san sanksinya belum ditentukan oleh syara, jenis 

ketiga ini sepenuhnya ditanggung oleh ulil amri, seperti pelanggaran 

disiplin pegawai pemerintah.20 

d. Macam-Macam Sanksi Ta’zir 

Telah dijelaskan bahwa hukuman ta’zir merupakan hukuman yang 

ditetapkan oleh ulil amri, bukan hukuman yang diputuskan secara hokum syara. 

Dapat dilihat dari penjelasan,  secara garis besar dalam hokum ta’zir ada empat 

pembagian hukum tersebut, diantaranya:   

1) Hukuman Mati 

Penetapan putusan hukuman mati yang telah diterapkan para fukaha, 

dalam jarimah ta’zir, hal demikian diterapkan dengan beragam pemahaman 

dari para fukaha. Hanafiyah tidak melarang kepada pemerintah (ulil al-amri) 

untuk memutuskan hukum mati terhadap sesorang yang melakukan suatu 

kemaksiatan, melalui ta’zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam 

 
20 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 256. 
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dengan hukuman mati, jika jarimah tersebut dilakukan secara berangsur-

angsur. Contohnya seorang pencuri terus menerus melakukan kejahatannya 

dan pada kafir dzimmi yang melakukan penghinaan kepada Nabi 

Muhammad SAW meskipun setelah itu ia masuk Islam.21 

Sebagian ulama syafi’iyah dalam menanggapi kasus penyebaran 

aliran-aliran sesat yang sangat jelas terlihat telah menyimpang dari ajaran 

Nabi Muhammad  SAW yang telah terurai dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, 

dalam hal demikian ta’zir hukuman mati diperbolehkan. Penjelasan tersebut 

telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jarimah ta’zir, 

hanya boleh untuk diterapkan dalam jarimah-jarimah tertentu (yang sangat 

berat dan berbahaya) dengan beberapa ketentuan, diantaranya: 

a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-

hukuman hudud selain hukuman mati.  

b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap 

masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di 

bumi 

Tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci seperti apa 

ketentuan alat yang digunakan untuk melakukan hukuman mati sebagai 

ta’zir. Dari beberapa penjelasan, ada yang memperbolehkan menggunakan 

alat eksekusi seperti pedang dan kursi listrik . akan tetapi dari beberapa 

pandangan ulama, memperbolehkan menggunakan pedang sebagai alat yang 

 
21 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 258. 
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digunakan dalam hukaman  mati, hal itu dianggap lebih mudah  karena tidak 

terlalu menyiksa pelaku kejahatan dengan tempo waktu yang lama.22 

2) Hukuman Cambuk 

Hukum Islam  memliki aturan tersendiri dalam penetapan suatu 

hukum tertentu termasuk hukum cambuk. Syariat Islam menyembut hukum 

cambuk (Hukuman jilid), hukuman ini menjadi salah satu penerapan hukum 

dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang 

dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Untuk 

jarimahj-arimah ta’zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Hukuman 

jilid untuk ta’zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Akan 

tetapi dikalangan fukaha tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan batas 

maksimal pelaksanaan hukum tersebut. Hal demikian dikarenakan adanya 

beberapa perbedaan antara jarimah yang satu dengan jarimah lainnya  dalam 

hudud. Conohnya seratus kali hukuman jilid zina, delapan puluh kali 

hukuman qadzaf dan syurbul khamar terdapat perbedaan pendapat, ada yang 

mengatakan empat puluh kali da nada pula yang mengatakan delapan puluh 

kali.23 

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih 

diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta’zir 

harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta’zir 

orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih 

 
22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 260. 

23 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 159. 
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sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras 

cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah 

menyamakan sifat jilid dalam ta’zir dengan sifat jilid dalam hudud. Apabila 

orang yang yang dihukum ta’zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi 

sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang 

terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena 

jika demikian akan terbukalah auratnya. 

Pada saat melakukan cambukan,tidak dapat diarahkan kebeberapa 

titik di bagian badan, diantaranya muka, farji, dan kepala, bagian yang dapat 

dikenai cambukan yaitu daerah dekitar punggung. Imam Abu Yusuf juga 

memberikan penjelasan dalam hal ini. Beliau mengemukakan bahwa bagian 

dada dan perut tidak dapat dikenai cambukan, karena hal tersebut dapat 

membahayakan bahkan menghilangkan nyawa orang yang dikenai hukuman. 

Ditekankan pula bahwa hukuman jilid jagan sampai merusak organ-organ 

yang ada dalam tubuh yang berujung pada kecacatan, apalagi sampai 

membahayakan jiwa orang yang terkena hukuman. Efek dari hukuman jilid 

ini adalah memberi efek jerah, pelajaran serta pendidikan kepada pelaku 

tindak kejahatan. Dari beberapa pendapat, diambillah suatu kesimpulan 

sasaran jilid dalam ta’zir yaitu bagian punggung adalah pendapat yang 

paling kuat24 

3) Hukuman Penjara 

Secara syar’i pemenjaraa dapat diartikan melarang dan menghalangi 

orang tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Baik perbuatan itu dalam 

 
24 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 261. 
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negeri, lingkungan rumah, tempat ibadah, maupun dipenjara, atau di 

beberapa tempat umum lainnya. Seperti itulah model penahananyang pada 

masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Artinya, pada Masa Nabi dan 

Abu Bakar tidak adanya penjara atau tempat khusus yang diapkan untuk 

mengadili dan menahan seseorang yang melakukan kemaksiatan (kejahatan). 

Akan tetapi pertumbuhan umat Islam pada saat itu sangat cepat dan 

bertambahnya penganut agama Islam, serta walayah kekuasannya yang 

semakin luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah 

Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk 

kemudian dijadikan sebagai penjara. Pada masa itu pemerintah (ulil amri) 

membuat penjara, berkat kesepakatan dari para ulama serta atas dasar 

kebijaksanaan KhalifahUmar. Karena hal Tersebut tidak pernah dilakukan 

oleh Nabi maupun Abu Bakar.25 

Secara syariat Islam, hukuman itu dibagi menjadi dua bagian 

diantara:  

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya. 

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. 

Sanksi yang dikenanakan pada pelaku sangat diharapkan dapat 

meberikan rasa sakit, sama halnya dengan jilid dan potong. Hal ini juga 

harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Dari alasan 

demikian, sehingga bangunan penjara ini berbeda dengan bangunan-

bangunan pada umumnya, mulai ruangan, lorong-lorong dan beberpa tempat 

persinggahan. Konsep itu dianggap dapat menimbulkan perasaan cemas dan 

 
25 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 262. 
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takut. Kegelapan yang ada disetiap ruangan dimalam hari dan siang harinya 

hanya sinar yang remang-remang. Setiap ruangan pula tidak memiliki karpet 

atau tikar. Lebih kejamnya lagi, Sseorang yang dipenjara wajib mendapatkan 

perlakuan yang keras, sehingga menimbulkan efek jerah yang sangat 

dalam.26 

4) Hukuman Pengasingan 

Termasuk pula dalam salah satu hukuman ta’zir adalah hukuman 

pengasingan. Untuk pelanggaran diluar dari zina, apabila perbuatan ini 

dianggap akan berpengaruh dan merugikan seseorang yang lain, maka 

penerapan hukuman ini akan diberlakukan. Bagi hukuman pengasingan tidak 

diperbolehkan adanya perpanjangan waktu dalam pelaksananaannya. Sebab, 

belum ada nash yang menjelaskan mengenai batas maksimal bagi sanksi 

pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi 

pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya ghairu muhshan, syara’ 

telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun nafiy bukanlah had 

yang wajib (dalam kasus zina), meskipu dalam syara’ hukuman itu tidak 

dijatuhkan pada pelaku lebih dari satu tahun. Akan tetapi imam boleh 

menyandarkan pengasingan kepada jilid. Jatuhnya sanksi pengasingan juga 

belum ada nash yang mengatur secara detail penentuan waktunya. Degan 

suatu syarat batas waktunya belum tidak dianggap mukim (menetap) 

menurut kebiasaan. Pengasingan tdak boleh dilakukan diluar dari daulah 

Islamiya, karena hukuman ini hanya ditrapkan dalam daulah Islamiyah saja. 

 
26 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), h. 102. 
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Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. 

Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.27 

Dari penjelasan tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan dari 

hukuman pengasingan, sanksi yang tepat untuk suatu hukuman adala 

pengusiran, dianggap dapat mengucilkan pelaku. Sanksi tersebut berfungsih 

sebagai suatu pencegah, karena benar-benar dianggap menyakitkan bagi 

terpidana.  

5) Hukuman Ta’zir Yang Lain 

Beberapa hukuman yang telah di jelaskan, masih ada beberapa 

hukuman-hukuman ta’zir yang lain. Diantaranya: 

a) Peringatan keras.  

b) Ancaman.  

c) Nasihat.  

d) Teguran.  

e) Pengucilan.  

f) Celaan.  

g) Pengumuman kesalahan secara terbuka. 

Penjelasan diatas, telah dijelaskan mengenai hukuman-hukuman jenis 

jarimah ta’zir yang paling penting dan dianggap dari semua jenis hukuman 

tersebut relevan dengan pelanggaran yang dilalukan seseorang. Akan tetapi 

dari beberapa hukuman yang telah diterapkan, masih terdapathukuman lain 

yang belum bias di terapkan terhadap setiap jarimah ta’zir karena sifat dari 

hukuman itu sifatya spesifik. 

 
27 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 160. 
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2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan merupakan suatu penetapan atau pemberian sanksi dalam 

hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sementara 

“pemidanaan” disebut dengan penghukuman. Pemidanaam merupakan suatu 

tidakan lanjut yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, 

dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga 

masyarakat. Maka dari itu, teori ini dikenal dengan teori konsekuensialisme. 

Tujuan dijatuhkannya pidana terhadap penjahat merupakan tindakan 

penghukuman, agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi melkukan kejahatan 

dan menghilangkan rasa takut terhadap orang lain atas tindakan jahat yang pernah 

dilakukan sebelumnya. 

Teori ini sebagai dasar untuk mengatur dan menegakkan tata tertib di 

kehidupan social, terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang damai. Teori ini 

bertujuan untuk mencari dan menerapkan dasar-dasar dan hak negara dalam 

menjatuhkan dan menjalankan pidana. Didalamnya terdapat teori retributif, teori 

pencegahan, teori pembinaan/perawatan, dan teori perlindungan masyarakat.28  

Timbulnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak 

terlepas dari pribadi orang tersebut, maka dalam hal ini erat juga kaitannya dengan 

salah satu teori yaitu teori kesengajaan. Menurut sejarah, dahulu pernah 

direncanakan dalam Undang-undang 1804 bahwa kesengajaan merupakan 

kesengajaan tindakan kejahatan sebagai keinginan untuk melakukan perbuatan 

 
28 Dian Andriasari, ‘Viktimisasi Pengikut Syiah di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek 

Perlindungan Korban dan Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia’, Prosiding Seminar Nasional 

Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi an Humaniora, 2014, h. 226. 
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yang tercela atau tidak baik. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan 

kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terjadi kesengajaan terhadap suatu 

perbuatan, kesengajaan terhadap suatu akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal 

yang menyertai perbuatan pidana.29 

Para ahli telah merumuskan dan menjelaskan secara detail mengenai tujuan 

dari jatuhnya pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, 

beberapa teori tersebut telah dijelaskan oleh para ahlinya. Menurut Adami teori 

pemidanaan ini dibagi menjadi tiga, diantaranya:  

a. Teori Absolut (Pembalasan) 

Teori ini menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana harus 

diberikan ganjaran yang sepadan atas pebuatan jahat yang telah dilakukannya. 

Karena akan timbul rasa ketidak puasan di kalangan masyarakat, apabila suatu 

kejahatan tidak dibalas dengan hukuman yang sepadan. Menurut Immanuel 

Kant pembalasan dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 

menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang 

melakukan pembunuhan berencana mutlak diljatuhkan30 

b. Teori Relatif (Tujuan) 

Pidana merupakan suatu pemberian hukuman terhadap tindak pelaku 

kejahatan, dimana hukuman itu mengandung nilai pendidikan untuk 

merehabilitasi seorang penjahat menjadi lebih baik. Maka dari itu pidana tidak 

pula disebut dengan hukuman bals dendam. Putusan pidana harus berdasarkan 

 
29 Alfiansyah Anwar, Analiis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukun 

(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 21. 

30 H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi 

Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka  (Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 36-37. 
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tujuan dari hokum itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk mencegah kejahatan. 

Menurut Van Hamel bahwa teori relatif ialah pidana yang ditujukan agar orang-

orang atau masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan pidana31 

c. Teori Gabungan 

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang 

dapat memuaskan menjawab persoalan mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori 

ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute 

dengan teori relatif.32 

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada pelangar hukum pidana. Adapun jenis pidana pada pasal 10 

KUHP yakni: 

a. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku 

kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal postulat mors dicitur ultimum 

supplicium yang memiliki arti hukuman mati adalah hukuman terberat. 

b. Pidana Penjara, merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku 

kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya. Pidana penjara 

merupakan pengganti pidana mati, dapat dilihat dari postulat quae sunt 

minoris culpae sunt majoris infamiae, poena sunt restringendae; Kejahatan 

yang kejam akan dihukum namun hukuman harus ada batasnya. 

c. Pidana kurungan, merupakan pidana perampasan hak kepada pelaku tindak 

pidana yang telah divonis oleh hakim.Perbeaan dengan pidana penjara yakni 

pidana kurungan yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun. 

 
31 H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunua, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi 

Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka, h. 39. 

32 H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi 

Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka, h. 42. 
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d. Pidana denda, jenis pidana ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang 

divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum 

dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti 

dengan pidana kurungan. 

e. Pidana tutupan, pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun 

dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya 

dilakukan oleh pelaku kejahtan politik dan pidana tutupan ini mensyratkan 

pelaku untuk bekerja.33 

C. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini berjudul “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana 

Menyebarkan Berita Hoax Dan Menyesatkan Di Media Sosial Putusan Nomor 

252/Pid.Sus/2021/PN Pol”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka 

perlu di uraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan 

penafsiran yang berbeda. 

1. Jarmah Ta’zir 

Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang 

berarti berbuat dan memotong, kemudian secara khusus digunakan terbatas pada 

perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah yang berasal dari kata 

ajrama-yajrimu berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, 

keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminology jarimah yaitu 

larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. 

Ta’zir adalah istilah hukuman bagi jarimah-jarimah yang hukumannya 

belum ditetapkan syara’, istilah ta’zir dapat digunakan untuk menyebutkan 

 
33 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 

2014), h. 387. 



28 

 

 

 

hukuman seperti halnya jarimah. Ta’zir dalam fiqih jinayah merupakan bentuk 

hukuman yang diancam terhadap pelaku jarimah ta’zir yang merupakan jenis 

kejahatan yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur’an 

maupun Hadist namun masuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah 

SWT.34 

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana diambil dari bahasa Belanda yakni strafbaarfeit, dalam 

bahasa latin disebut delictum dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah 

perbuatan pidana. Ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang tindak 

pidana, menurut Moeljatno tentang tindak pidana adalahperbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai sanksi bagi siapa saja yang 

melanggar aturan tersebut. Menurut Van Hamel strafbaarfeit adalah kelakuan 

yang diancam pidana, yang bersifat melawan hokum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut dituntut bertanggung 

jawab. Dari beberapa pendapat para ahli bias di simpulkan bahwa tindak pidana 

adalah tindakan manusia apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka 

akan dikenakan sanksi.35  

3. Memyebarkan Berita Bohong (Hoax)  

Menurut Robert Nares, kata hoax telah muncul sejak abad ke-18 yaitu 

“hocus” yang berarti permainan sulap. Sehingga hoax dapat diartikan sebagai 

 
34 Hendra Gunawan MA, ‘Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap 

Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan)’, FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Vol. 04 No. 2 (2018), h. 5. 

35 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Konsistensi 

Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41. 
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ketidakbenaran suatu informasi. Pada umumnya hoax tersebar diawali dari 

perbincangan suatu berita dan menyimpulkan tanpa ada pengetahuan berita 

tersebut sebelumnya. Biasanya seorang yang melakuakan perbuatan ini, dengan 

sengaja membuat suatu berita yang dilatar belakangi oleh kebohongan dan disebar 

luaskan dalam kondisi kesadaran, sehingga berita ini disebut swbagai berita hoax. 

Berita tersebut membawa suatu opini sehingga merumuskan persepsi yang tidak 

berdasar informasi yang benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.36 

Pengaturan tindak pidana berita bohong dan menyesatkan secara spesifik 

diatur dalam pada Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang 

berisi sebagai berikut: 

a. Setiap orang. Kata setiap orang merujuk kepada orang, perseorangan yang 

dapat jadi pelaku tindak pidana pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 

b. Perbuatan menyebarkan. Perbuatan menyebarkan yang dimaksud pada pasal 

ini yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media 

elektronik atau media sosial. 

c. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya 

transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar 

peraturan perundang-undangan. 

d. Dengan sengaja. Unsur dengan sengaja pada pasal ini merujuk kepada 

perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui 

internet sebagai medianya. Unsur ini mengandung unsur kesalahan dan 

pertanggung jawaban, sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal 14 ayat 

 
36 Ahyad & M. Ravii Marwan, ‘Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia’, Jurnal Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, 2.1 (2017), h. 2-3. 
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(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana. 

e. Tanpa hak (melawan hukum). Terkait dengan penipuan melalui media 

elektronik, pelaku tindak pidana yang menyebarkan informasi atau iklan 

palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana 

yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui media elektronik 

sebagaimana yang terdapat pada pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016.37 

4. Transaksi Elektronik 

Transaksi elektronik atau E-Commerce adalah suatu mekanisme dan proses 

bisnis jual beli secara elektronik, yang menghubungkan perusahaan, komunitas 

dan konsumen tertentu dalam menyediakan barang, jasa, pengambil alih hak, 

kontrak dan pembayaran melalui transaksi digital/elektronik. E-Commerce 

mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah 

produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau 

bentuk jaringan internet yang lain. E-commerce juga merupakan seluruh transaksi 

nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui 

jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang 

bernilai ekonomi yang diracang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, 

diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.38 

 
37 Reny Febriliany Amirullah, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita 

Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik 

(Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar) (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin, 2022), 

h. 43.  

38 Rizka Syafriana, ‘Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik’, DE LEGA LATA: 

Jurnali Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2., 2016, h. 434. 
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Didalam UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam e-

commerce atau transaksi elektronik walaupun tidak diatur secara mendetail namun 

secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik.39 

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE 

yang menyatakan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam 

kontrak elektronik mengikat para pihak  

b. Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang 

menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam 

lingkup publik ataupun privat wajib beritikad baik dalam melakukan 

interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik selama transaksi berlangsung”. 

c.  Prinsip Konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 20 UU ITE yang 

menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Lebih lanjut dalam 

Pasal 20 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “Persetujuan atas penawaran 

transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan 

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Kedua pasal tersebut 

dapat dipahami bahwa kesepakatan terhadap kontrak elektronik dapat terjadi 

pada saat penawaran transaksi elektronik yang dikirim oleh pengirim 

diterima dan disetujui oleh penerima dengan pernyataan secara elektronik.  

d. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi, yang tercantum dalam Pasal 9 UU 

ITE yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk 

melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan 

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang 

ditawarkan”. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan 

 
39 Ismail Koto, ‘Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum 

Islam’, SOSEK: Jurnali Sosial dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1., 2021, h. 52. 
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hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE 

juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan 

kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan 

menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi. 

e. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 

atas barang dan/atau jasa yang digunakan; transaksi elektronik terjadi pada 

saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui 

penerima.40  

 
40 Ismail Koto, ‘Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum 

Islam’, SOSEK: Jurnali Sosial dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1., 2021, h. 53-54. 
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Penegakan Hukum Materil Analisis Jarimah Ta’zir 

Teori Pemidanaan Teori Ta’zir 

 Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi 

Elektronik Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol 

Pemidanaan kepada para terdakwa putusan nomor 
252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, 
Terdakwa III, dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 
bulan. menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap 
cukup memberikan efek jera bagi para Terdakwa. Tetapi jika dilihat 
dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup meringakan bagi 
para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan 
berdampak nantinya ke masyarkat, masyarakat akan beranggapan 
bahwa tindak pidana tersebut adalahtindak pidana yang pemberian 
hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan 
tindak pidana serupa, 

Menurut analisis hukum pidana Islam, tindak pidana 
penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik merupakan salah 
satu jarimah ta’zir yaitu jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit 
bentuk hukumannya didalam al-Qur’an maupun hadis dan hukuman 
ditentukan oleh hakim atau ulil amri/penguasa, hukuman kepada para 
terdakwa penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dapat 
dihukum dengan perinagatan terlebih dahulu jika tidak menjerakan si 
pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi 
masyarakat, hukuman ta’zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman 
cambuk, penjara, atau pengasingan sesuai dengan berat atau ringannya 
perbuatan tindak pidana tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan hukum kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan 

pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam 

hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan 

pertama, menyusuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan 

fakta yang ada di lapangan, kedua,metode ini menyajikan berupa data yang tertulis 

dari dokumen untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden, dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman terhadap pola-pola hukuman yang dihadapi.41 

 

 

 
41 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 

41. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Jl. 

Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang di butuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

berkisar minimal satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penulis. 

C. Fokus Penelitian 

Peneitian ini lebih berfokus pada analisis jarimah ta’zir. Bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis jarimah 

ta’zir dalam penegakan hukum tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumendalam transaksi elektronik. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang didapatkan merupakan data yang dihimpun atau 

digali melalui beberapa sumber data yang bersumber dari putusan perkara dengan 

nomor putusan 252/Pid.Sus/2021/PN Pol tentang tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab 

persoalan yang diangkat didalam penulisan ini, adapun data yang digunakan penulis 

dalam menjawab pertanyaan dan rumusan masalah. 
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1. Sumber Data    

Ada dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 

diantaranya:  

a. Data Primer 

Data primer merupakan suatu data penelitian yang diambil secara 

langsung dari sumber data asli. Dengan penelitian ini penulis mendapatkan 

sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini berupah putusan 

nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol Pengadilan Negeri Polewali Mandar, undang-

undang hukum acara pidana dan undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik, hasil wawancara dengan hakim, dan 

sumber-sumber lainnya. 

b. Data  Sekunder 

Penulis juga menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, 

data sekunder merupakan data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung, 

melainkan melalui suatu media perantara.42 

Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini diambil dari 

undang-undang, buku, artikel, Al-Qur’an, skripsi, e-book, website, serta data 

dari media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Suatu  hasil penelitan membutuhkan tehnik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang secara riil (nyata) yang erat 

 
42 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91. 
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kaitannya dengan analisis jarimah ta’zir terhadap penegakan tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik berdasarkan putusan pengadilan nomor 

252/Pid.Sus/2021/PN Pol. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam 

pengumpulan data (instrumen) diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses 

pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan 

perilaku manusia, proses kerja yang langsung terjadi di lapangan.43  

Penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi nonpartisipan, yang 

dimana dalam hal ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan observasi 

melainkan peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaku yang terlibat dalam 

kasus yang akan diteliti.   

2. Wawancara 

Wawancar merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan secara 

langsung dengan menggunakan beberapa metode dalam bertanya, guna 

memperoleh informasi yang detail.44 Sasaran dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak penegak hukum.   

3. Dokumentasi  

Domentasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui media 

gambar yang diperoleh seorang peneliti dengan cara pengambilan gambar-gambar 

 
43 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 

114. 

44 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitaif, h. 119. 
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tertentu pada saat di lapangan (lokasi penelitian).45 Setelah itu penulis akan 

memilih, merangkum, mengumpulkan dan menulis data yang berkaitan dengan 

putusan 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.  

F. Uji Keabsahan Data 

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya: 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas merupakan uji yang dimana peneliti cari dan menentukan 

tingkat kepercayaan data yang diteliti. Bagaimana mencocokkan antara temuan 

dengan apa yang sedang diobsevasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain 

perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian. Tranggulasi diskusi 

dengan teman maupun dosen.   

2. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan Teknik untuk menguji validitas eksternal 

didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. 

3. Pengujian Depandability 

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian 

dengan data-data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif pengujian ini 

dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Data dapat dikatakan 

dependabilitas apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari 

permasalahan sampai ke hasil akhir yang berupa kesimpulan. 

 

 
45 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitaif, h. 124. 
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4. Pengujian Konfirmability 

Uji konfirmability merupakan hasil penelitian dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memnuhi standar konfirmability. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  

teknik pengolahan data secara kualitatif, Maksud dengan teknik pengolahan data 

secara  kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat 

menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara 

deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun 

secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang diajukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama 

Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam 

Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol) 

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Polewali Mandar nomor 

252/Pid.Sus/2021/PN Pol, tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa diberikan 

hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi 

elektronik. 

Berawal dari sekira bulan maret 2021 terdakwa I Kaharuddin memosting di 

akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan foto profil seorang 

perempuan menggunakan seragam polisi, lalu memposting tulisan menjual 1 (satu) 

unit mobil avanza pada tanggal 3 Juli 2021, korban melihat postingan tersebut dan 

mulai melakukan percakapan/ chating dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai 

pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, 

korban dan Terdak I mulai melakukan negosiasi, “ibu saya minat mobil avansa yang 

warna putih, uang muka Rp. 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya.” Kemudian 

dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp1.958.000 setiap bulan selama 24 

bulan mba..” dan untuk lebih meyakinkan korban lalu menghubungi Terdakwa I 

Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani 

meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin  
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Korban menghubungi nomor handphone yang sudah diberikan Terdakwa I 

dan diangkat oleh Terdakwa III Lisa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya 

sehingga korban yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya. 

Setelah itu, korban mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin 

mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama si korban dengan menggunakan 

aplikasi, untuk lebih meyakinkan korban kemudian Terdakwa I Kaharuddin 

mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo 

dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II 

Abdul Kadir.46 

Korban mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin 

dengan cara ditransfer nomor rekening  yang biasa digunakan untuk menampung 

pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang 

menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai dan 

meminta 10% dari hasil penipuan tersebut. Pada kenyataannya mobil yang Para 

Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban 

mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Hasil 

penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dipergunkan untuk membeli keperluan 

sehari-hari. Majelis hakim memberikan keterangan bahwa: 

Uang sebesar Rp. 31.000.000, yang sudah dierima para terdakwa 

dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli berbagai barang 

seperti mesin cuci, kompor gas, dan handphone. Barang-barang tersebut yang 

akan menjadi barang bukti dipersidangan dan semua uang yang digunakan 

para terdakwa akan dikembalikan ke korban.47 

Pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak 

 
46 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar) 

47 Fachrianto Hanief,”Hakim Pengadilan Negeri Polewali”,(Wawancara langsung oleh 

penulis di PN Polewali, 27 juli 2023. 
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pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan 

kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencar bukti dan saksi – saksi yang bisa 

diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan 

dan memberikan hukuman kepada terdakwa.  

Adapun hal yang dimaksud tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang 

diatur dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi:  

1. pasal 45A ayat (1)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

2. pasal 55 ayat (1) KUHP: 

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. 

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, para terdakwa 

menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas 

dakwaan tersebut.  
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Adapun unsur-unsur Pasal 45A ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:  

 

1. Setiap orang 

       Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa 

orang perorangan (person) maupun badan hukum (legal person) yang 

diwakili oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas 

setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan.48 

       Subjek hukum dalam kasus ini 3 ada orang laki-laki bernama 

Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, Abdul Kadir Alias 

Kadir Bin Darwis, Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur serta seorang 

perempuan bernama Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi. 

2. Dengan sengaja dan tanpa hak; 

          Pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada 

konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti 

dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti 

bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum 

serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan 

unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki 

barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan undang 

undang tersebut.49 

 
48 Muhammad Helmi, ‘Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum  dan Filsafat Hukum 

Islam’,MAZAHIB: Jurnali Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 2., (2015), h. 137. 
49 Marsudi Utoyo, Kirania Afriani, Rusmini, dan Husnaini, ‘Sengaja dan Tidak Sengaja 

Dalam Tindak Pidana Indonesia’, LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukuk, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 79 
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       Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Para 

Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan 

keuntungan, dimana dari uang sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta 

rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa digunakan untuk keperluan 

sehari-hari dan untuk membeli barang-barang. 

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik; 

       Menurut Majelis Hakim pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, bahwa suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang 

suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Berdasarkan Pasal 1 ke-2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 

transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya.50 

       Para Terdakwa telah memberitahukan suatu kabar yang kosong dan juga 

menceritakan secara tidak betul suatu kejadian kepada korban tentang 

perbuatan hukum berupa jual beli mobil yang Para Terdakwa iklankan di 

akun Facebook atas nama Kiki Widya sehingga Saksi Ani mengalami 

kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). 

 
50 Nur Aisyah Siddiq, ‘Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) 

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 

Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Lex Et Societatis , Vol. 5, No. 10., (2017), 

h. 29. 
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4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 

       Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing 

dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut: 

a. Terdakwa I Kaharuddin yang bertugas mebuat rencana penipuan, 

membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting 

iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan korban 

b. Terdakwa III Isa bertugas mengangkat telepon dari korban dan 

mengaku seolah-olah menjadi Kiki Widya yang asli, untuk 

meyakinkan korban bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya 

merupakan akun Facebook yang asli   

c. Terdakwa II Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana 

yang telah dikirim oleh Terdakwa IV Paddai ke rekening atas nama 

Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah 

logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah  

d. Terdakwa IV Paddai yang mempasilitasi rekening mandiri atas nama 

Ryan Prayoga Winanda untuk menerima pengiriman uang dari korban 

dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang 

yang masuk ke rekening tersebut.51 

Semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para 

 
51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar) 
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Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. 

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, 

maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Para 

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana.  

Mejelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum 

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

perbuatan Terdakwa III Isa hanya membantu melakukan bukan turut serta melakukan. 

Menurut bapak Fachrianto Hanief, S.H., M.H. ketua majelis dalam kasus ini pada 

proses wawancara memberikan keterangan: 

Setelah melakukan chat dengan korban Terdakwa I meminta istrinya yakni 

terdakwa III untuk mengangkat telpon dari berbicara dengan korban, menurut 

kesaksian korban saat melakukan telpon dengan terdakwa III isa  melakukan 

perannya dengan baik sehingga korban begitu yakin dengan akun dan 

postingan yang dibuat oleh Terdakwa I tersebut itu adalah akun asli.52 

Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut 

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III karena telah 

cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang 

dibuktikan di atas. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau 

alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

 
52 Fachrianto Hanief,”Hakim Pengadilan Negeri Polewali”,(Wawancara langsung oleh 

penulis di PN Polewali, 27 juli 2023.  
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Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kaharuddin, Terdakwa II Abdul Kadir, 

Terdakwa III Isa, dan Terdakwa IV Paddai, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 

Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa 

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Para Terdakwa ditahan dan penahanan 

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan 

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.53 

Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kaharuddin, Terdakwa II Abdul Kadir, 

Terdakwa III Isa, dan Terdakwa IV Paddai, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 

          Melihat putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol hakim menjatuhkan pidana 

kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 1 tahun 8 

bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV  masing-masing 

selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa 

sudah mempertimbangkan keadaan terdakwa, hal-hal yang dapat meringankan Para 

Terdakwa seperti bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, Para 

Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum dan hal-hal yang 

memberatkan terdakwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat. 

 
53 Fachrianto Hanief,”Hakim Pengadilan Negeri Polewali”,(Wawancara langsung oleh 

penulis di PN Polewali, 27 juli 2023. 
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Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut agar 

semakin meyakinkan terdakwa bersalah dalam perkara tersebut. Maka Hakim 

memerlukan alat bukti dan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ketua 

majelis dalam sidang tersebut memberikan keterangan yakni:  

“Alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan ada 15 barang yang menjadi 

barang bukti dan harus berkesinambungan antara alat bukti yang satu dengan 

yang lainnya. Ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan 

terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Dan yang 

menjadi saksi dalam persidangan adalah korban dan orang tuanya untuk 

dimintai penjelasan mengenai kronologi kasus ini”.54 

Melihat pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting 

dalam menentukan sanksi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, putusan 

terhadap suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, artinya untuk 

mendapatkan kepastian hukum hakim memberikan apa yang mereka anggap adil. 

Disamping juga melihat manfaat yang didapatkan oleh terdakwa sehingga hakim 

dalam  dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan dengan baik dan 

cermat. Hakim juga tidak terlepas dari pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, 

dari hasil tersebut hakim akan menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukun 

untuk mempertimbangkan dengan baik dan seadil-adilyadalam memutuskan suatu 

perkara. 

 

Majelis Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana penjara memiliki 

kekuasaan penuh. Dalam kekuasaan penuh tersebut tidak berpihak kepada siapapun 

yang dapat mengintrevensi dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bertunjuan 

untuk menjamin dan benar-benar menjatuhkan putusan yang objektif. Walaupun 

 
54 Fachrianto Hanief,”Hakim Pengadilan Negeri Polewali”,(Wawancara langsung oleh 

penulis di PN Polewali, 27 juli 2023. 
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hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim 

juga berpedoman terhadap batasan minimum dan batasan maksimum serta kebebasan 

yang dimiliki berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban maupun 

masyarakat lain.55 

Pada teori relasi kuasa, hakim dapat dianggap bebas dan merdeka, sehingga 

ketika menjalankan tugasnya hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan yang 

bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga. Sehingga dapat memberikan 

putusan yang seadil-adilnya. Karena hakim ketika menjalankan tugas harus bebas dari 

segala campur tangan dari pihak mana pun baik itu internal maupun eksternal, agar 

hakim dapat tenang dalam memberikan putusan. Hakim sebagai penyelenggara 

negera dalam bidang yudikatif secara yuridis dan konstitusional harus memberikan 

perlindungan hukum dan keadilan melaui putusannya kepada setiap orang yang ingin 

mendapatkan keadilan secara proporsional sesuai kebutuhannya. Ibaratnnya hakim 

adalah orang tua yang wajib melindungi anaknya, baik dari aspek physical custody 

maupun legal custody.56 

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 

Polewali nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol. Dalam putusan ini para terdakwa telah 

melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transksi elekronik, sehingga terdakwa 

dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. 

 
55 Marcos Moshinsky, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi 

di Pengadilan Negeri Mojokerto),” Nucl. Phys. 13, no. 1 (2018): 104–16. 
56 A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Cetakan 1 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 225. 
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Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang ditetapkan pada 

pidana maksimum dan minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan 

sanksi yang ringan bagi pelaku menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga pemidanaan 

ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut.  

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna untuk mendapatkan alasan 

pembenar atas perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya maka 

dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu :57 

1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang 

bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan 

melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman 

yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya. 

2. Teori Relatif yaitu untuk mencari dasar hukum yang dalam ketertiban 

masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti 

dalam perkara putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, dan dalam putusan 

tersebut terdakwa hanya di berikan hukuman pidana kepada Para Terdakwa, 

Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa 

III, dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hal tersebut 

dianggap bahwa majelis hakim belum menggunakan sepenuhnya teori relatif 

untuk menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, sehingga dianggap belum 

 
57 H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi 

Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka  (Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 36-42. 
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memberikan efek yang dapat membuat kejahatan tersebut tidak terulang 

dikalangan masyarakat. 

3. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif. 

Mejelis Hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Agar 

Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu 

keadilan. 

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada 

terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman. 

Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan 

keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan 

dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Dari hasil 

wawancara dengan kuta majelis hakim di Pengadilan Negeri Polewali memberikan 

keterangan yakni: 

Mengenai tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim memberikan 

pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim memberikan hukuman kepada 

Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, 

dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 bulan ketika terjadi 

pertentangan dalam masa pidana terdakwa, majelis hakim memilih indikator 

yang paling menguntungkan, karena yang menjadi indikator adalah tujuan 

hukumnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.  Kemudian dalam 

memputuskan hukuman adapun hal yang meringankan terdakwa seperti 

terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan 

mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dipidana.58 

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak ditemukan 

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan 

hukum perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para 

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan demikian, sepantasnya 

 
58  Fachrianto Hanief, ”Hakim Pengadilan Negeri Polewali”,(Wawancara langsung oleh 

penulis di PN Polewali, 27 juli 2023. 
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hakim dapat memberikan penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa dengan 

setimpal, melihat dari perbuatannya yang merugikan orang lain, korban dan 

masyarakat. 

Pada putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, hal-hal yang memperberat 

hukuman para terdakwa yakni perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat 

dimana dampak yang dapat diakibatkan oleh pelaku penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transasi elektronik, membuat 

masyarakat pengguna media sosial takut untuk melakukan proses jual beli melalui 

internet (e-commerce), menimbulkan banyak kerugian baik yang sifatnya materil dan 

immateril. Kerugian materil bisa berupa uang, barang, maupun benda fisik lainnya. 

Sedangkan kerugian immateril bisa berupa waktu, perasaan, kebocoran data pribadi, 

fisik, maupun lainnya. Hakim juga memberikan hukuman bagi para terdakwa 

berdasarkan keadaan hal-hal yang meringankan hukuman para terdakwa yakni 

terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam tansaksi elekronik dan para 

terdakwa menyesali perbuatannya.  

Penjatuhan hukuman pemidanaan bagi para terdakwa haruslah pemberian 

hukuman yang dapat memberikan efek jerah dan sifatnya mendidik bagi pelaku, 

pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada 

pelaku tindak pidana yang diberikan secara normal karena asfek yang tertuang di 

dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap tedakwa, korban 

maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian tujuan 
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pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat, 

dan pengimbang kehidupan sosial.59 

Analisis penulis terhadap pemidanaan kepada para terdakwa pelaku penyebaran 

berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan 

pidana kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, 

Terdakwa III, dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hakim juga 

memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa 

para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana  dan terdakwa juga merasa 

bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis 

hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para 

Terdakwa.   

Tetapi jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup 

meringakan bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan 

berdampak nantinya ke masyarkat, masyarakat akan beranggapan bahwa pelaku 

penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana yang pemberian hukuman ringan 

yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan tindak pidana serupa dan ini 

tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan yang ada dikalangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam 

menegakkan hukum dan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu 

adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

 
59 Bambang Wamulyo,”Pidana dan Pemidanaan”, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), h. 45. 
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B. Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-

sama Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen 

dalam Transaksi Elektronik 

Penipuan dalam bahasa Arab disebut khida’un yang dapat diartikan sebagai 

kelicikan (tipu daya), sedangkan terminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau 

hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang 

dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan 

cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).60 Segala 

bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan 

adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau dilarang menurut 

hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan masyarakat. Misalnya penipuan 

dalam jual beli online dalam putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, apabila 

ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengancam harta seseorang dimana korban 

penipuan sudah mentransfer uang yang cukup banyak sebagai bayaran atas sebuah 

produk yang dipromosikan di media sosial namun barang yang sudah dibayar tersebut 

tidak kunjung tiba. 

Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan   yang   

mengakibatkan   kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, merupakan   

perbuatan dengan   sengaja   dan tanpa   hak   menyebarkan   berita   bohong   dan 

menyesatkan serta melakukan penyalahgunaan Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  

Elektronik yang    mengganggu    ketertiban    umum,    dan bertentangan dengan 

dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini 

merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tentunya para pelaku harus 

 
60 Zainuddin  Ali, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 71. 
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mendapatkan sanksi atas perbuatannya, karena penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan didalam transaksi elektronik dalam Hukum Pidana Islam  merupakan 

kasus baru, aturan hukumnya tidak ada jelaskan didalam Al-Qur’an dan As-sunnah 

maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah 

hukuman berupa ta’zir, yang berat ringannya ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa  

Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, karena berita bohong dapat 

membahayakan dan merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan peringatan yang 

disampaikan Al-Qur’an, dalam Q.S. Al-Hujarat 49:6..  

فتَصُ  يٰٰٓ  بجَِهَالَة   مًاۢ  قوَ  ا  تصُِي بوُ  انَ   ا  فَتبَيََّنوُ ٰٓ بِنبََا   فَاسِق ۢ  جَاۤءَكُم   اِن   ا  اٰمَنوُ ٰٓ الَّذِي نَ  فعَلَ تمُ   ايَ هَا  مَا  ا عَلٰى  بحُِو 

   ٦نٰدِمِي نَ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menempatkan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.61 

Hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang muslim untuk  menyebarkan 

berita bohong atau berdusta dengan tujuan untuk menipu seseorang atau masyarakat. 

Larangan tersebut sudah dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 11.62 

لِكُل ِ   لَّكُم ْۗ  خَي ر   هُوَ  بلَ   لَّكُم ْۗ  ا  شَرًّ هُ  سَبوُ  تحَ  لَْ  ن كُم ْۗ  م ِ بَة   عُص  ف كِ  ِ بِالْ  جَاۤءُو   الَّذِي نَ  ا  اِنَّ  مَّ ن هُم   م ِ رِئ   ام 
ث مِِۚ وَالَّذِي  توََلىٰ كِب رَهٗ مِن هُم  لهَٗ عَذاَب  عَظِي م    ِ تسََبَ مِنَ الْ     ١١اك 

Terjemahnya: 

 
61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Semarang: CV Toha Putra, 2012). 

62 M Quraish Shihab, Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an" (Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), h. 241. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 

kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu 

buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan 

mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang 

mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat 

berat”.63 

Rasulullah SAW jauh hari sudah memperingati umatnya untuk menjauhi 

tindakan penipuan sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat sebagai beerikut: 

لْخِياَرِ مَا لمَْ يَفْترَِقاَ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَيَّناَ بوُرِكَ لَهُمَا فِى بيَْعِهِمَا وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ  الْبَيِِّعاَنِ باِ

 مُحِقَتِ الْبرََكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا 

Terjemahnya: 

“Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual 

belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya 

menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka 

berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan 

dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua” (HR. Bukhari no. 2079, dan 

Muslim no. 1532) 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka tindak pidana penyebaran berita 

bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik  tidak termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam al-

Qur’an dan hadis, maka sanksi yang diterapkan pada  tindak  pidana  ini  adalah 

jarîmah ta’zîr. Dalam Islam, terdapat istilah gharar yaitu ketidakjelasan, tipuan atau  

tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung  

unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya 

objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang  

 
63 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Semarang: CV Toha Putra, 2012). 
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disebutkan didalam akad tersebut.64  

Dalam teori pemidanaan Hukum Pidana Islam perbuatan menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan tidak termasuk dalam perbuatan yang mengancam eksitensi 

jiwa, atau hilangnya nyawa seseorang maka aspek pemidanaannya adalah penjeraan 

tujuan dari penjeraan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa 

yang akan datang, efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan internal dan 

general.65 Tujuan internal yang dimaksudkan disini yaitu ditujukan kepada pelaku 

agar memiliki efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Efek general ini 

diproyeksikan kepada masyarakat luas agar memiliki rasa takut untuk melakukan 

perbuatan kriminal yang demikian. 

Hukum Islam melihat bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan maupun 

konsekuensi yang tentunya harus untuk diberikan kepada siapapun yang melakukan 

pelanggaran terhadap aturan ataupun siapapun yang berbuat kejahatan. Maka dari itu 

dengan adanya balasan yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat mewujudkan 

kemaslahatan dan ketentraman pada masyarakat secara menyeluruh.66 

Untuk para pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sanksinya di dunia 

tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir 

Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan 

 
64 M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 

h. 147. 
65 Ahmad Syafiq, Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat), 

Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, (2014). h. 187. 

66 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013). h. 86. 
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hukuman ta’zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) 

sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu. Dalam 

menetapkan hukuman ta’zir terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir 

Auda perbuatan itu bisa dikatakan Jarimah (pidana) jika suatu perbuatan memenuhi 

unsur – unsur yang umum sebagai berikut:67 

1. Al-Rukn Al- Syar’iy (unsur formil), terdapatnya nash yang tidak 

memperbolehkan untuk melakukan perbuatan serta mengancamnya dengan 

hukuman. Adapun yang dimaksud di atas adalah tindak pidana penyebaran 

berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik diatur dalam pasal 

45A ayat (1) Undang–Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan 

transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP. 

2. Al-Rukn Al-Maddiy (unsur materil), terdapatnya tingkah laku yang dapat 

membuat seseorang melakukan Jarimah, seperti contohnya perbuatan nyata 

baik berupa perbuatan – perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur 

ini disebut “unsur materil” (Al-Rukn Al-Maddiy). Yaitu perbuatan tindak 

pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengaibatkan kerugian 

konsumen dalam transasi elektronik, yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan lebih dari hasil penipuan. 

3. Al-Rukn Al-Adabiy (unsur moril), merupakan seseorang yang dengan 

perbuatan Jarimahnya itu bisa untuk dimintai pertanggung jawabannya yang 

diperbuatnya. Dalam hal ini  para terdakwa secara bersama-sama melakukan 

perbuatan Jarimah dengan sengaja dan secara melawan hukum menyebarkan 

 
67 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy (Al-Qahirah: 

Dar al-Fikr al-Arabi), h. 393–395. 
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berita bohong danmenyesatakan di media sosial, mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan perbuatannya tersebut para 

terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara terdakwa I 

selama 1 tahun 8 bulan dan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV 

masing-masing 1 tahun 4 bulan.  

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 

Polewali nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

kepada para terdakwa telah terbukti melakukan secara bersama-sama menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik. Jika dilihat dari fikih jināyah tindak pidana penipuan dikategorikan 

termasuk kedalam tindak pidana jarimah ta’zīr yang pelaksanaan hukumnya diberikan 

hak kekuasaan oleh hakim melihat beberapa pertimbangan mengikuti kemajuan 

perkembangan perubahan sosial yang ada dimasyarakat. 

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh 

beberapa orang, contoh kasus pada 252/Pid.Sus/2021/PN Pol melakukan tindak 

pidana secara bersama-sama menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Mazhab Hanafiyah 

membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat bagian:68 

1 Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya 

dalam melaksanakan jarimah. Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-

sama  

2 Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan 

 
68 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55 
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jarimah.  

3 Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.  

4 Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara 

tanpa turut serta melakukan. 

Menurut mazhab Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan 

hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat 

digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak 

Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam 

penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim 

tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat 

ampunan dari hakim.69 

Hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat 

yaitu sebagai berikut:70 

1. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman 

hukuman hadd.  

2. Baligh (dewasa), adapun anak kecil yang sudah mumayiz, ia dita’zir namun 

bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik 

dan memberi pelajaran.  

3. Atas inisiatif sendiri (mukhtaran) dan bukan karena dipaksa orang lain 

(amidan ghair mukrah). 

 
69 Dipo Saputra Lubis, ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana 

Nasional dan Hukum Pidana Islam‟, Jurnal Universitas Sumatra Utara, (2013), h. 64 
70 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan 

Ta‟zir), (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 272 



61 

 

 

 

Adapun pelaksanaan dalam jarimah ta’zir yakni dipertimbangkan sesuai 

dengan berat ringannya tindak pidana, jarimah ta'zir ini tidak ditentukan dalam nash, 

maka dari itu sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam lebih berpeluang untuk 

dikembangkan, terbukti dengan adanya seorang hakim yang dimungkinkan bisa 

menetapkan sanksi dengan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan 

tindak pidana, dengan eksistensi nya yang mana pelaku tindak pidana dikenakan 

hukuman ta'zir sebagai upaya penyesuaian ke dalam konteks dimana fikih 

berkembang. Para ulama fikih mengklasifikasikan hukuman ta’zir menjadi empat 

kelompok:71 

1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan, yaitu seperti halnya hukuman 

mati dan hukuman jilid. 

2. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, sepert halnya denda,, penyitaan 

dan penghancuran harta benda,  

3. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti halnya 

penjara dan pengasingan  

Dalam menetapkan hukuman ta’zir terhadap para pelaku kemaksiatan, 

menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman ta’zir yang tentunya dapat 

ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya 

berat atau ringan perbuatannya. Adapun ragam model hukuman ta’zir tersebut antara 

lain sebagai berikut:72 

1. Al-wa’zu (peringatan) 

 
71 Nurul Irfan Musyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 147. 
72 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III, (Bogor: PT. Kharisma 

Ilmu, t.th), h. 101-103 
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Seorang hakim boleh menjatuhi hukuman peringatan kepada pelaku 

kemaksiatan untuk memperbaiki pribadi pelaku baik dalam bentuk sanksi 

sosial berupa hajr (pengucilan) dari masyarakat. Dengan kata lain, hakim 

menjatuhi hukuman agar yang bersangkutan dikucilkan atau dijauhi 

masyarakat. Atau berupa taubikh (teguran) berupa surat peringatan yang 

ditujukan langsung kepada yang bersangkutan supaya mengubah prilakunya 

tersebut. 

Apabila surat teguran juga kurang epektif, maka hakim boleh membarengi 

surat teguran tersebut dengan tahdid (ancaman) berupa tasyhir (menyiarkan) 

nama pelaku tersebut di papan pengumuman pengadilan atau diruang publik. 

Terutama terhadap pelaku penipuan karena kasus penipuan sangat berkaitan 

herat dengan kepercayaan, sehingga dengan menyiarkan tipu muslihat para 

pelaku penipuan di surat kabar dan di tempat-tempat umum akan dapat 

meminamilisir korban dan supaya masyarakat dapat lebih berhati-hati 

terhadap para penipu tersebut. 

Selain itu hakim juga dapat mengancam pelaku dengan menjatuhkan 

hukuman garramah (denda) terhadap pelaku berupa uang tunai sebanyak dua 

kali lipat dari kerugian yang alami korban penipuan tersebut agar para pelaku 

mendapat efek jera dan tidak menhulangi perbuatannya. 

2. Hukuman cambuk 

Hukum cambuk sangat bervariasi dan memiliki batasan tertinggi dan 

terendah, maka menurut sebagian ulama memberikan batasan minimum 

hukuman dera adalah sebanyak 3 kali, karena menurut mereka jumlah inilah 

yang paling rendah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan 
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untuk batasan maxsimaum hukuman dera (cambuk) adalah sebanyak 100 

kali.  

Namun sebagian ulama yang lain, tidak memberikan batasan minimal dan 

maksimal hukuman dera, sebab menurut mereka pengaruh pencegahan pada 

diri setiap orang pasti berbeda-beda tergantung terhadap kondisi dan keadaan 

seserang pelaku. Maka tidak tertutup kemungkinan, seorang hakim 

menjatuhkan hukuam ta’zir dalam bentuk dera kepada pelaku penipuan 

supaya jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi di hari-hari 

mendatang dan masyarakat lain takut untuk melakukan perbuatan serupa. 

3. Hukuman Penjara 

Hukuman penjara juga memiliki 2 jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan 

hukuman penjara tidak terbatas. Adapun yang dimaksud hukuman penjara 

terbatas adalah hukuman penjara yang memiliki limit waktu minimal satu 

hari. Sedangkan maksud dari hukuman penjara yang tidak terbatas adalah 

hukuman penjara yang tidak memiliki masa waktu tertentu melainkan 

seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini juga dapat 

diterapkan buat pelaku penipuan agar membuat kehidupan masyarakat 

menjadi lebih aman, 

4. Pengasingan 

Imam Abu Hanifah berpendapat, hakim dapat menjatuhkan hukuman 

pengasingan sebagai hukuman ta’zir guna memberikan epek jera terhadap 

seorang pelaku kemaksiatan. Lama waktu pengasingan yang dimaksud di sini 

manurut sebagian ulama Syafi’iyah dan Hambiliyah maksimal atau paling 

lama selama 1 tahun. Apabila seorang hakim merasa, bahwa untuk 
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menghindari tipu muslihat seseorang dari masyarakat sekaligus memberikan 

efek jera pada pelaku, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman 

penghasingan kepada yang bersangkutan. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan 

haram, serta dapat mengakibatkan keresahan dan ketakutan kepada masyarakat untuk 

melakukan proses jual beli di media sosial (e-commerc). Fikih jinayah dan hukum 

pidana dalam menegakkan hukuman bagi para terdakwa tindak pidana penyebaran 

berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik, menurut penulis tidak jauh memiliki perbedaan yang signifikan dilihat 

dari penjatuhan hukuman antara fikih jinayah dan hukum pidana.  

Dimana dalam fiqih jinayah dalam menjatuhkan sanksi kepada para terdakwa 

tidak terlepas dari hukuman ta’zir, berdasarkan pertimbangan hakim atau ulil amri 

dalam menetukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan nash 

dan prinsip hukum islam yang berlandaskan pada kesaksian para saksi dan barang 

bukti pada saat di persidangan, dengan harapan penjatuhan hukuman kepada para 

terdakwa tindak pidana penipuan melakukan penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

menimbulkan efek jera yang dapat menjadi pembelajaran agar para terdakwa tidak 

mengulangi perbuatannya tersebut. Sedangkan hukum pidana itu sendiri penjatuhan 

hukuman bagi terddakwa tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan 

penjatuhan hukuman berdasarkan pasal-pasal yang terkait yang bertujuan agar 
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terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali dan menimbulkan rasa aman dalam 

kehidupan masyarakat. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab–bab 

terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus 

penelitian ini yakni :  

1 Pemidanaan kepada para terdakwa pelaku penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, 

Terdakwa III, dan Terdakwa IV  masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. 

Hakim juga memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang 

meringankan bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak 

pidana  dan terdakwa juga merasa bersalah dan mengakui, menyesali 

perbuatannya maka dari itu menurut penulis hukuman yang dijatuhkan 

tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para Terdakwa. Tetapi 

jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup meringakan 

bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan 

berdampak nantinya ke masyarkat, masyarakat akan beranggapan bahwa 

tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana 

yang pemberian hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang 

melakukan tindak pidana serupa dan ini tidak mencerminkan tujuan dari 
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pemidanaan itu sendiri untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada 

dikalangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan 

hukum dan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  

2 Berdasarkan analisis Jarimah Ta’zir terhadap pelaku tindak pidana 

penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam menentukan hukum pidananya 

hakim tidak terlepas dari sumber hukum pidana Islam berdasarkan pada Al – 

Qur’an maupun hadist. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan 

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

dapat dikenakan hukuman ta’zir namun dalam pemberian hukuman ta’zir 

diberikan wewenang sepenuhnya kepada Ulim amri/penguasa untuk 

menentukan hukumannya kepada para terdakwa dengan memberikan 

peringatan terlebih dahulu jika peringatan tersebut diabaikan dan malah 

menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman ta’zir bisa diberikan 

dalam bentuk hukuman cambuk, penjara, atau pengasingan sesuai dengan 

berat atau ringannya perbuatan tindak pidana tersebut. Dengan tujuan 

hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar 

pelaku tidak mengulangi perbuatannya. 

B. Saran  

Adapun saran yang penulis berikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara 

maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana 
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penipuan transaksi di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai 

cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan 

sosialisasi atau imbauan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan 

represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui 

Online Shop yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak 

akan tertipu, dan toko online tersebut dihapus sepihak karena telah menipu. 

2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan 

transaksi pembelian barang secara online di media sosial, dan selalu 

memastikan dan mengecek keaslian identitas pedagang dan barang yang akan 

dibeli. Semoga tulisan ini, dapat memberikan peringatan buat saudara-

saudara kita yang sering menyebarkan berita-berita bohong termasuk para 

pelaku tindak penipuan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. 

3. Untuk para penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan setiap 

putusan pengadilan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa menggunakan 

pemikiran-pemikiran serta analisa yang cermat, tanpa mengabaikan peraturan 

perundang-undangan agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas 

dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan 

pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa 

keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjera agar di masa 

yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi 

pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama 

atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.
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